
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 123 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 108 TAHUN 2021 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan 

Walikota Surabaya Nomor 108 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 

2021; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya tambahan alokasi Hibah

Dana BOS sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

210/P/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Sekolah
Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan

Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran

2021 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 224/P/2021

tanggal 15 September 2021 tentang Sekolah Penerima Dana

Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran
2021/2022, serta adanya Perubahan Pagu Anggaran

Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kota Surabaya

sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
903/6752/101.1/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang

Perubahan Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan

Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan

APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, maka
perlu melakukan pergeseran anggaran antar Rincian Objek

Belanja dan antar Objek Belanja sebagaimana diatur dalam

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 108 Tahun 2021
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 108 Tahun 2021 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021.

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
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9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 
 

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

63); 
 

19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 

tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 256; 
 

20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan 

Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2018 Nomor 157); 
 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019  

di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang

Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 888);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

29. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status

Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat
Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 13.A Tahun 2020;

30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya

Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan

Lembaran Daerah Kota Surabaya  Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).
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32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2021

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2021 Nomor 7);

33. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota

Surabaya Tahun 2021 Nomor 7);

34. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 108 Tahun 2021

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2021 Nomor 108) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112

Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021

Nomor 112);

35. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 

188.45/101/436.1.2/2020 tentang Penetapan Status 
Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan:  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 108 TAHUN 2021 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2021. 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 
108 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita 

Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 108) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 
Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 

112) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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    Pasal  II 

(1) Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen

pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal 14 Desember 2021 

WALIKOTA SURABAYA 

   ttd 

ERI CAHYADI 

Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal 14 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 123 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Ira Tursilowati, SH.MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006 


	PERUBAHAN KEDUA ATAS
	PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 108 TAHUN 2021
	TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
	WALIKOTA SURABAYA
	ERI CAHYADI



